
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH

NOMOR \7 TAHUN 2Or4

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA PEI.AYANAN
I(ESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
I"ASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANI{YA

DALAM KAE}UPATEN ACEH SINGKIL

BI SMI LLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGITN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEI{YAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimhang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan
pelayanan kesehatan, sasaran program kesehatan,
akuntabilitas, efektif dan efisiensi pengelolaan keuangan,
perlu menetapkan peraturan tentang Pengelolaan dan
Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) pada l.'asilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) dan Jaringannya dalam
Kabupaten Aceh Singkil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu peraturan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun lggg tentang
Pernbentukan Daerah ringkat II Kabupaten Aceh singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan tr embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38271;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, ?ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\

Mengingat : 1.

b.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor Nomor 126, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia aa38);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosia-l Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia a456);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A06 Nomor 62,Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a633);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20Og tentang
Kesehatan (kmbaran Negara Tahun 2AOg Nomor I44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OI1 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SOT2);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan T\:gas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 20i0 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor
2e);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2OLg tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 nomor 29);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2AA tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talrun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OIL
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2QlL Nomor 310);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2O1g
tentang standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan Dalarn Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7L Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (berita Negara Republik Indoenasia Tahun 2O1g
Nomor 1a0O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2AI4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor B2);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun ZOt4
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatarr
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama
Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20l4Nomor 589|;

Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (kmbaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2OO8 Nomor 163);

Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun ZOI4 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceti
Singkil Tahun Anggaran 2OI4 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2Ot4 Nomor 2361;

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2Al2
tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 201,2 Nomor 3);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun ZOI2
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2Ot2 Nomor 8);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor I Tahun 2Ot4
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran ZAL4 @erita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2Ol4 Nomor L);

15.

16.

17.

18.

19.

2A.

\..-
21.

22.

23.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANI{YA
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Feraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Kabupaten
Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Aceh
Singkil;

2" Satuan Keda Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Singkil
adalah unsllr pembantu Bupati dalam penyelenggaraar]
Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat

- Daerah, Sekretariat DPR Kabupaten, Dinas/Badan, Kantor dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten serta lembaga Daerah
Kabupaten, Camat dan Kepala Desa;

3. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN
adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan Nasional agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh Pemerintah.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adatah Badan Hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

5. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan
Perorangan, baik Promotif, Preventif, Kuratif maupun Rehabilitatif
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat.

6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat
FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk
keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau
pelayanan kesehatan lainnya.

7. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan
kesehatan perorangarl yang bersifat non spesialistik (primer)
meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

8. FKTP Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar yang
selanjutnya disebut dengan FKTP PONED adalah FKTP yang
mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri
(kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
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9. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada
fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk lieperluan obseriasi,
diagnosis, pengobatan, danl atau pelayanan keslhatan lainnya.

10. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik dam dilaksanakan pada
fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluarr obserirasi,
perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis
lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat
inap paling singkat 1 (sahr) hari.

11. Pelayanan Kesehatan Komprehensif adalah pelayanan Kesehatan
Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif, pelayanan Kebidanan,
dan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, Termasuk pelayanan
Penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana
dan pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan
kebutuhan medis yang diperlukan.

12. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan
yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian,
keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan
fasilitas kesehatan.

13. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang
dibayarkan dimuka oleh BPJS kesehatan kepada r,asititai
Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlatr peserta yang
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan.

14. Tarif Non Kapitasi adalale besaran pembayaran klaim oleh BpJS
kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama
berdasarkan jenis dan jumlah perayanan tesetratan yang
diberikan

15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh
peserta, pemberi kerja, danlatau pemerintah.

16. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selaqjutnya disebut
Bantuan Iuran adalah Iuaran program Jarninan kesehatan bagifakir rniskin dan orang tidak mampu yang dibayar otJh
pemerintah.

17. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya
disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang
tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

18. Peserta adalah _setiap orang termasuk orang asing yang bekerja
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang te-lah membayar
iuran.

19. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang
dibayarkan secara teratur oleh peserta, pernberi kerja danlatau
Pemerintah unluk Program Jaminan Kesehatan.

20. Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singfuil adatah
Rekening yang menampung sementara dana Jaminan Kesehatan
Nasional yang merupakan hasil transfer dari BpJs sebelum
dilakukan transferan ke kas daerah Kabupaten Aceh singkil.
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2L, {*gt?t"r' operasional Pelayanan Kesehatan meliputi upaya
kesehatan perorangan berupa kegiatal promotif, pr"n"rrtir,
kuratif dan rehabilitatif, kunjungan rumah a"u* r*ttgt" upaya
kesehatan perorangan, operasional untuk FKTP keliling; bahan
cetak atau alat tulis kantor, administrasi keuangan dan sistem
informasi.

Tenaga Medis adalah Tenaga Kesehatan yang bertanggungiawab
tentang Pelaksanaan Medis di FKTp.

meliputi semua fasilitas
BPJS Kesehatan berupa
dan Fasilitas Kesehatan

22.

BAB II
PEI{YELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
kesehatan yang bekerjasama dengan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Rujukan Tingkat Lanjutan.

(2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pad"a
ayat (1) yang meliputi :

FKTP baik Perawatan dan Non Perawatan;
FKTP Pembantu;
Pos Kesehatan Desa (POSKESDES);
Pos UKBM (Posyandu); dan
Fasilitas Kesehatan swasta yang memiliki perjanjian Kerja sama
(PKS) dengan BPJS Kesehatan.

Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berkeda sarna dengan
B PJ S Ke sehatan haru s menyelenggarakan pe layanan kompreh"., *if.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan
kesehatan non spesiatistik yang meliputi :

Administrasi pelayanan;
Pelayanan promotif dan preventif;
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non
operatif;
Pelayanan obat dan bahan habis pakai medis;
Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat
pertama; dan
Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

BAE} III

PEI.AYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA

Bagran Kesatu

Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 3
Pelayanan rawat jalan tingkat pertama mencakup :

a. Kasus medis yang dapat diselesaikan secara
Kesehatan Tingkat Pertama;
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Kasus medis yang membutuhkan penanganan awar seberumdilakukan rujukan;
Kasus medis rujuk balik;
Pemeriksaan' pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigitingkat pertama;
Pemeriksaan ibu, hamil, nifas, ibu men5rus'i, bayi, dan anak balitaoleh bidan atau dokter; dan
Rehabilitasi medik dasar.

Bagian Kedua

Rawat Inap Tingkat pertama

Pasal 4
Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan perayananrawat inap merupakan FKTP perawatan dan FKTP -*pL pbrvEo
yang memiliki kompetensi, sarana dan prasarana yang menunjanguntuk memberikan pelayanan Kesehatan- Rawat Inap.
Peiayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medismencakup :

a' Rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat" diselesaikan secara tuntas;
b' Pertolongan persarinan pervaginam, bukan resiko tinggi;c. Pertolongan persalinan denfan komprikasi dan/atfrr penyulitpewaginam;
d. Pertolongan neonatal dengan komplikasi; dane. Pelayanan transfusi aararr slsuai ' to*p.rtensi fasilitaskesehatan dan/atau kebutuhan medis.

BAB IV

MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

{1) setiap peserta berhak memperoleh manf,aat Jaminan Kesehatanyang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakuppelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehab-ilitatif termasukpelayanan obat dan bahan medis habis pakai *.*,r.i dengankebutuhan medis yang diperiukan.
(2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(l) terdiri atas manfaat medis daninanfaat non medis.
{3) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat t2) tidakterikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.
(4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meriputimanfaat akomodasi dan ambulance.
(5) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan.
(6) Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikanuntuk pasien rujukan dari fasilitas tceserratan aengan kondisitertentu yang ditetapkan oleh BpJS Kesehatan.

t(.eDoq,P.dp.tqt figry{,&{l&uk@Dsr/,e 
7

b.

c.
d.

e.

(1)

(21

.t



Pasai 6

(1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian
pelayanan:

a. Penyuluhan kesehatan perorangan;

b. Imunisasi Dasar;

c. Keluarga Berencana; dan
d. Skrining kesehatan.

(2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit pqruluhan mengenai faktor
risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

{31 Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada payat (1)
huruf b meliputi Baccile calmett Guein pcq, Difteri- perfrrsis
Tetaruts dan Hepatiti"s-B (DPT-HB), polio dan Campak.

{4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vaiektomi dan
tubektomi bekerjasama dengan lembaga yang membid.angi keluarga
berencana.

(5) Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) disediakan oleh
Pemerintah.

. BABV
PEMANFATAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANI{YA

Bagran Kesatu

Pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi

Pasal 7

Pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN dibagi menjadi 3 (tiga)
bagian yaitu
a. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan

pada FKTP ditetapkan sebesar 60% (Enam puluh pJrsen);
b- obat, alat kesehatan dan bahan medis habis p"t"i sebesar lszo

(Lima belas persen); dan
c. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 2s%

{Dua puluh lima persen).

Bagian Kedua

Pembayaran Dana Kapitasi Jasa pelayanan Kesehatan

Pasal 8

(1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal T dimanfaatkan untuk
pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan
tenaga non kesehatan yang melakuka' pelayanan di FKTP.
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(2) Pembayaran dana kapitasi jasa pelayanan kesehatan mengacu pada
ketentuan sebagai berikut :

a. Pembagian jasa peiayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan
dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan
mempertimbangkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan
serta kehadiran;

b. variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dinilai sebagai berikut :

o Tenaga medis, diberi nilai 150;
o Tenaga apoteker atau tenaga tenaga profesi keperawatan

(Ners), diberi nilai 1OO;
o Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 6O;
o Tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan

setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa
kerja lebih dari 10 Tahun, diberi nilai 40;

r Tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
r Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15
Tenaga sebagaimana dimaksud pada huruf b yang merangkap
tugas administratif sebagai kepada FKTP, Kepala Tata Usaha,
atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai
sebagai berikut:
r Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
o Terlambat hadir atau puiang sebelum waktunya yang

diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh)jam, dikurangi 1 poin.
Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penngasan ke luar oleh
Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran
sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
Jumiah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan
membagi jumlah nilai yang diperoleh oleh ses€orang dengan
jumlah nilai seluruh tenaga dikali jumlah dana jasa pelayanan;
dan
Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang berasal dari jumlah
nilai variabel jenis ketenagaan danlatau jabatan ditambah nilai
variabel kehadiran.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Dana Kapitasi Untuk Dukungan

Biaya Operasional Kesehatan Lainnya

Pasal 9

(1) Pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk obat, alat kesehatan dan
bahan medis habis pakai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
7 huruf (b) dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan dengan
memper[imbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan
medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan
Pemerintan Daerah.

{2) Dana kegiatan operasional kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) dituang dalam Plan Of Action
(POA) FKTP sebagai acuan rencana kerja FKTP dan jaringannya.

c-

d.

e.

f.

ob.
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(3)

(4)

POA sebagaimana yang dimaksud pada ayat {21 dibahas dan
disepakati melalui forum lokakarya mini FICIP.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (2i.dan ayat (3)

tidak boleh tumpang tindih dengan dana lainnya yang ada di FICTP.

BAB VI

TAzuF

Pasal 10

(1) Tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
meliputi :

a. Tarif kapitasi; dan
b. Tarif Non Kapitasi

(2) Pembayaran pelayanan kesehatan dibayarkan dengan tarif kapitasi
dan non kapitasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 terrtang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalarn Penyelenggafaan
Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 11

(1) Tarif kapitasi diberlakukqn bagr fasilitas kesehatan tingkat pertama
yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada
peserta Program Jaminan Kesehatan berupa ratrat jalan tingkat
pertama;

t2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
Jasa Pelayanan;
Pemeriksaan kehamilan dan Persalinan (ANC dan PNC); dan

c. Pelayanan KB.
(3) Pelayanan ANC, PNC dan KB oleh bidan dalam gedung atau

menggunakan sarana fasilitas kesehatan tingkat pertama maka
pembayarannya termasuk dalam Kapitasi.

Pasal 12

Tarif non kapitasi merupakan nilai besaran yang sarna bagi seluruh
fasilitas kesehatan tingiat pertama yang melaksanakan petrayanan
kesehatan kepada peserta program JKN berupa Rawat Inap Tingkat
Pertama, pelayanan kebidanan dan neonatal, pelayanan rujukan
dan protesa glgri
Pernbayaran pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibayarkan sesuai dengan Lampiran I peraturan bupati ini.

J

a.
b.

(1)
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(1)

(3)

BAB \rII

TATA LAKSANA PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

. Pasal 13

BPJS Kesehatan wajib membayar biaya pelayanan kesehatan
peserta kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Pembayaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a. Untuk pelayanan rawat jalan di fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama dengan sistem kapitasi sebagai berikut :

1) Per-jiwa per-bulan Rp.3.000,- (figa ribu rupiah) sampai
dengan Rp.6.OOO,-(Enam ribu rupiah);

2) Komponen tarif pelayanan rawat jal.n tingkat pertama terdiri
dari tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan serta jasa
pengelola;

3) Tarif atas jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan
untuk penggunaan sarana di fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama, Bahan dan alat medis habis pakai, alat kesehatan,
obat-obatan serta operasional lainnya;

4l Tarif atas jasa pelayanan merupakan biaya jasa pemberi
pelayanan kesehatan perorangan atau keluarga yang
meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif.

b. Untuk pelayanan rawat inap tingkat pertama di Fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama pembayaran dilakukan berdasarkan
tarif paket per-hari rawat inap, dengan perincian :

1) Tarif paket rawat inap tingkat pertama meliputi tarif atas
jasa sarana dan jasa pelayanan;

2l Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada angka (1)

merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas FKTP
rawat inap, akomodasi, obat-obatan, bahan medis habis
pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, perawatan dan/atau pelayanan medis lainnya;
dan

3) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka
(1) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi,
visite atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana
administrasi pelayanan.

c. Rincian lebih lanjut tentang tarif pelayanan kesehatan yang
dibayarkan BPJS tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Bagran Kedua

Mekanisme Penganggaran Dana Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 14

(i) Dana kapitasi pelayanan JKN langsung ditransfer BPJS Kesehatan
ke rekening masing-masing FKTP.

t2-
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(2) Pembayaran pelayanan rawat inap, pelayanan maternal dan
neonatal, pelayanan rujukan dan protesa gigi berdasarkan hasil
klaim yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama ke
BPJS Kesehatan.
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
diakui sebagai pendapatan asli daerah, selanjutnya dianggarkan
melalui belanja langsung.
Belanja pengeluaran atas pelayanan kesehatan ditempatkan pada
pos belanja langsung.
Rincian belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten
Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 15

(1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui
Rekening dana kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai
pendapatan FTKP.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan
langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.

(3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya- pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan
untuk tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama dan Jaringannya

Pasal 16

(1) seluruh dana jaminan kesehatan terhadap peserta JKN FKTp dan
jaringannya merupakan pendapatan asli daerah.

{2) Pengelolaan dana kapitasi JKN butan Januari Tahun 2014 sampai
dengan Juni Tahun 2ol4 sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Pengelolaan dana kapitasi JKN bulan Juli rahun 2ol4 dan
seterusnya adalah sebagai berikut :

a. Bendahara dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat pendapatan
dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan
kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti
pendapatan dan belanja yang sah untuk pengesahan Kepala
FKTP;

b. Bendahara dana kapitasi JKN menjrusun laporan realisasi
pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP
menyarnpaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat
pernyataan tanggungiawab belanja setiap bulan kepada Kepala
SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;

c. Laporan Realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP
sebagaimana yang dimaksud hurr-f b, Kepala SKPD Dinas
Kesehatan menyarnpaikan Surat Permintaan Pengesahan

(3)

(4)

(5)

G
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Pendapatan dan Belanja (sp3B) FIffp kepada ppKD setiap bulan
untuk menerbitkan Surat pengesahan pendapatan dan 

-Belanja

(SP2B) FKTP oleh PKKD setaku BUD; dan
d. Pejabat Penatausahan Keuangan sKpD Dinas Kesehatan dan

PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan
belanja FKTP seeuai sp2B FKTP dengan mempedomani
peraturan perundang-undangan.

Bagran Keempat

Pertanggungiawaban

Pasal 17

(1) Pertanggungiawaban penggunaan dana JKN Fasilitas Keeehatan
Tingkat Pertama dan Jaringannya dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menJrusun Laporan pendapatan dan
Belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN yang tlranglmm
dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kese*ratan dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 jUUr tut1

Pufi$rr ACEH srNcKrL, /fr,

Diundangkan di Singkil
pada tanggal lS CU L\ ft q
SEKRETAzuS DAE

ACEH S

BERITA

UPATEN
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR i7 1}u unt
TENTANG
PENGELOI.AAN DAN PENGGUNAAN
DANA PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN
JARINGANI{YA DALAM KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

ACEH SINGKIL

"orI

Rujukan Pelayanan Kesehatan Jarak
Tempuh

Ket : Transportasi Rujukan Kepulauan dengan Sewa Speed Boat.

Satuan Biaya Jumlah

-,

g-

1 z 3 4 5
A

-i
TRANSPORT RUJUKAN DARI PKM
KE RSU
Transport Rqiukan dari PKM 30,9 KM Rp:4:oo-o/G*- Rp. 123.600

) Transport Rujukan dari PKM
Sineidi iirara

15, 5 KM Rp.4.000/Krn Rp.62.000

3 ?ransport Rujukan dari PKM
Gununs Meriah

7,2l<trtl Rp.4.ooo/Km Rp.28.80O

AT Transport Rujukan dari PI0it
Simpans Kanan

1E rl T/If,I J, 7 I\IVI Rp.4.00OiI"m T)- 4t enr\r\P. uu.vvv

5 Transport Ruiukan dari PKM Suro 32.4 KM Rp.4.000/Km Rp. 129.600
6 Transport Rujukan dari PKM

Danau Paris
44,9 I<NI Rn 4 OOO/Km Rp. 179.600

7 Transport Rujukan dari PKM
Sinskohor

30, 1 KM Rp. a.OOO/Km Rp. 120.4O0

8 Transport Rujukan dari PKM Kuta
Baharu

40 KM Rp. a.OOO/Km Rp. 160.000

9 Transport Rujukan dari PKM
Kuala Baru

Rp.350.000

t0 Transport Rujukan dari PKM
Pulau Banyak

Rp. 1.000.000

I1 Transport Rujukan dari PKM
Pulau Banyak Barat

Rp. 1.500.000

B TRANSPORT RUJUKAN DARI PKM
KE KEPUId,UAN
PKM Kepulauan ke PKM Poned
(Kasus Emergensil
a. Pul'au Banvak Rp. 1.OOO.OOO
b. Pulau Banyak Barat Rp. 1.5O0.000
c. Kuala baru Rp. 35O.0OO

XeADrg. Frra PraFulrq 
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

I\pMOR \T Tah.ryr 
^tYTENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
DANA PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN
JARINGANI\TYA DALAM KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

I. BIAYAPELAYANAN KESEHATAN

a' 
Rawat Inap Tingkat Pertama RITP)

- Dibayarkan berdasarkan Tarif
Non Karritasi

Keterangan:
-Uang makan diberikan kepada pasien rawat Inap
@ 15.000/ makan
-Uang makan sudah termasuk buah

b. Pelayanan diluar dan Tarif Non Kapitasi Rawat Jalan Tingkat
Pertama (RJTP)

orI

No Jenis Pelayanan Uang
Makan

Jasa
Pelayanan Total

1- Rawat Inap
45.000 55.000 100.000

Jenis Pelayanan

Paket Persa^linan pervaginam normal

Penanganan Perdarahan paska keguguran,
persalinan pervaginam dengan tindakan
emergensi dasar

Pelayanan tindakan paska persalinan
(misal Placenta Manual)

Pelayanan pra rujukan pada komplikasi
kebidanan dan neonatal

komplikasi KB paska

125.O00

125.000

,(Nobbag, ltdt P.r.Ltlttn Brcbt ,lutm De Hdt.



c. Tarif Pelayanan pada bidan Praktek/Klinik Bersalin yang merupakan
ieiarine FKTP

No Jenis Pelayanan Tarif (Rp)

1
Pemeriksaan ANCltindakanlsiklus
kehamilan 2s.ooo

2 Pemeriksaan PNC/ neonatus/ tindakan 25.OOO

3
Penanganan Perdarahan paska keguguran,
persalinan pervaginam dengan tindakan
emergensi dasar

750.OOO

4 Paket Persalinan pervaginam normal 600.ooo

5 Pelayanan tindakan paska persalinan
(mis.placenta manual) 175.000

6 Pelayanan pra rujukan pada komplikasi
kebidanan dan neonatal 125.000

7 Pelayanan KB pemasangan:
- IUD/Implant
- $untik

100.ooo
15.000

I Penanganan komplikasi KB paska
persalinan 125.000

d. Tarif Non Kapitasi Gigi
Rincian pergantian gigi sebagai berikut
- Full protesa gigi maksimal
- Masing-masing rahang maksimal
- Rincian per rahang adalah

- 1 Sampai dengan 8 gtgr
- 9 Sampai dengan 16 glgr

1.OOO.OO0

500.ooo

250.000
500.000

TI ACEH SINGKIL,
I
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